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1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan
Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4188);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 2286);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor4421);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4700);

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4725);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (4)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota
Bima Tahun 2018-2023;

WALIKOTABIMA,

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

Mengingat

Menimbang

RENCANAPEMBANGUNANJANGKAMENENGAHDAERAHKOTABIMA
TAHUN2018-2023

PERATURANDAERAHKOTABIMA
NOMOR4 TAHUN2019

TENTANG

WALIKOTABIMA
PROVINSINUSATENGGARABARAT

·' -



·. ,



8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubah an Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005
Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Tahun 2006 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Nomor
4614);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Tahun 2008 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4815);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan ,
Tata Cara Penyusu nan , Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia 4817);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
5887);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara
Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia 5941);

17. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 ten tang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

18. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)2015-2019;

19. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor P.69/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016





Pasal 1
Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Kota adalah KotaBima sebagai unsur Penyelenggara

BAB I

KETENTUANUMUM

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAHKOTABIMATAHUN2018-2023.

WALIKOTABIMA

DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKOTABIMA
dan

Dengan Persetujuan Bersama

tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
89);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang
Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 459);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 ten tang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015
Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

23. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bima Tahun 2008-
2028 (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2008 Nomor 9);

24. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Kota Bima Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah
Kota Bima Tahun 2012 Nomor 130);



2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara
urusan pemerintahan Daerah yang mernimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Walikota adalah Walikota Bima.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bima yang selanjutnya

disingkat DPRDKota Bima adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.

5. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden
Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan
Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-undang
Dasar negara Republik Indonesia tahun 1945.

6. Urusan pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang
menjadi kewenangan presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh
Kementerian Negara dan Penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk
melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan
masyarakat.

7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD
dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah.

8. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses
penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai
unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan
pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan
kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah Zdaerah dalam
jangka waktu tertentu.

9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya
disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan
Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

10.Rencana Tata Ruang Wilayah, yang selanjutnya disingkat RTRW
adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang meru pakan
kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan
sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.

11.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yang
selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan
pembangunan Nasional untuk periode 5 (lima) tahun.

12.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Barat, yang selanjutnya disingkat RPJMD Provinsi Nusa
Tenggara Barat adalah dokumen perencanaan pembangunan
Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk periode 5 (lima) tahun.

13.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bima yang
selanjutnya disingkat RPJMD Kota Bima adalah dokumen
perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

14.Rencana Strategis Perangkat Daerah selanjutnya disebut Renstra
Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan
Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah untuk periode
5 (lima) tahun.

15.Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut
Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD
adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

16.Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja
Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan
Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bima
untuk periode 1 (satu) tahun.

17.Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan
pada akhir periode perencanaan.





BAB II

MAKSUDDANTUJUAN

Pasal2

(1)RPJMD dimaksudkan untuk menjabarkan visi, dan misi kepala
daerah yang memuat Tujuan , Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan,
Pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program
Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan
kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima)
tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPDdan RPJMN
secara sinergisdan terpadu.

(2)RPJMDsebagaimanadimaksud pada ayat (1)bertujuan sebagai :
a. pedomanbagiPerangkat Daerah dalammenyusun

Renstra - PerangkatDaerah dan Renja- PerangkatDaerah;
b. pedomanPemerintahDaerah dalammenyusun RKPD;dan
c. pedomandalampemantauan dan evaluasipelaksanaan RPJMD.

(3)RPJMDdapat menjadi acuan bagi masyarakat untuk berpartisipasi
dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

(4)Tata cara penyusunan penjabaran perencanaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, serta tata cara
pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf c, diatur lebih lanjut dalam peraturan KepalaDaerah.

18.Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan
dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

19.Tujuan dan Sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis
yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan
pembangunan yang selanjutnya akan menjadi dasar arsitektur
kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan.

20. Strategi adalah langkah -langkah berisikan program -program
indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.

21.Kebijakan adalah arah Ztindakan yang diambil oleh pemerintah
daerah untuk mencapai tujuan.

22.Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif
dan/ atau kualitatif yang terdiri dari unsur masukan, proses,
keluaran, hasil, manfaat, dan/ atau dampak yang menggambarkan
tingkat capaian kinerja.

23. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau
lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah
atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah
untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.

24. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu
atau lebih organisasi perangkat daerah sebagai bagian dari
pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari
sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya, baik berupa personil
(sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan
teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis
sumberdaya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan
keluaran (output), dalam bentuk barang/jasa.



Menguraikan strategi yang dipilih dalam mencapai
tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap
strategi terpilih. Selain itu diberikan penjelasan
hubungan setiap strategi dengan arah dan kebijakan
dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang
ditetapkan. Program pembangunan daerah dirumuskan

Menyajikan tentang visi dan misi Kepala Daerah terpilih,
tujuan pembangunan dan sasaran yang ingin dicapai di
akhir tahun RPJMD.

f. BABVI : STRATEGI,ARAHKEBIJAKANDANPROGRAM

PEMBANGUNANDAERAH

dengan isu strategis
pembangunan dan isu

Memuat kaitan isu global
pembangunan, permasalahan
strategis.

e. BABV : VISI,MISI, TUJUANDANSASARAN

Memuat gambaran kinerja keuangan daerah yang
mencakup: kinerja pelaksanaan APBD yang
menguraikan perkembangan pendapatan dan belanja
tidak langsung, proporsi sumber pendapatan,
pencapaian kinerja pendapatan, dan gambaran realisasi
belanja daerah serta menjelaskan gambaran kebijakan
pengelolaan keuangan masa lalu terkait proporsi
penggunaan anggaran dan hasil analisis pembiayaan
serta kerangka pendanaan.

d. BABIV : PERMASALAHANDANISU-ISU STRATEGISDAERAH

Memuat aspek geografi dan demografi, aspek
kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan
aspek daya saing daerah

c. BAB III : GAMBARANKEUANGANDAERAH

b. BAB II : GAMBARANUMUMKONDISIDAERAH

Memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan,
hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan serta
sistimatika penulisan.

:PENDAHULUANa. BABI

BABIII

SISTEMATlKA

Pasal3

(1) Penyusunan dokumen RPJMD Tahun 2018-2023 dilakukan dengan
sistematika sebagai berikut :

(5)Perangkat Daerah penanggung jawab pelaksanaan program
ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.



BABIV

KETENTUANLAIN-LAIN

Pasal4

Dalam hal terjadi kondisi yang berpengaruh terhadap pencapaian target
tahunan pada indikator, sasaran dan program dalam RPJMD tetapi
tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan jangka
menengah, maka penyesuaian dapat dilaksanakan pada saat
penyusunan RKPD yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah,
kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah dan
prioritas dan plafon anggaran sementara.

Pasal5

RPJMD dapat disesuaikan dalam hal RTRWdan RPJPD yang menjadi
pedoman penyusunan RPJMD telah mengalami peru bahan sesuai
dengan ketentuan yang berlaku dan ditetapkan dengan Peraturan
Daerah.

(2) Penjabaran dan uraian lebih lanjut terkait sistematika RPJMD Kota
Bima sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Daerah ini.

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk
memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan
pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala
daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama
(IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan
pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator
Kinerja Kunci (IKK)pada akhir periode masa jabatan.

1. BABIX : PENUTUP

Memuat program prioritas dalam pencapaian visi dan
misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam
renstra Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, pagu
indikatif target, Perangkat Daerah penanggung jawab
berdasarkan bidang urusan.

h. BABVIII : KINERJAPENYELENGGARAANPEMERINTAH

DAERAH

dari masing-masing strategi untuk mendapatkan
program prioritas. Program pembangunan daerah
menggambarkan kepaduan program prioritas terhadap
sasaran pembangunan melalui strategi yang dipilih.

g. BABVII : KERANGKAPENDANAANPEMBANGUNANDAN

PROGRAMPERANGKATDAERAH





v

LEMBARANDAERAH KOTABIMATAHUN 2019 NOMOR 215"
NOREG PERATURANDAERAH KOTABIMA, PROVINSI NUSA TENGGARABARAT :
(15/2019)

Diundangkan di Kota Bima
pada tanggal f).i(; MoV'et- 2019

SEKRETARIS DAER H KOTABIMA,

~ MUHAMMADLUTFI

iWALIKOTABIMA, ~

h

Ditetapkan di Kota Bima
pada tanggal VP M c\V'eii 2019

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah

Kota Bima.

Pasal7

BAB VI

KETENTUANPENUTUP

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan
Walikota Bima Nomor 20 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kota Bima Tahun 2019 dinyatakan masih berlaku
sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasa16

BABV

KETENTUANPERALIHAN
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II. PASALDEMIPASAL
Pasal1

Cukupjelas
Pasal2

Cukup jelas
Pasal3

Cukupjelas
Pasal4

Cukupjelas
Pasal5

Cukupjelas
Pasal6

Cukupjelas

RPJMD Kota Bima merupakan dokumen perencanaan Kota Bima untuk
periode 5 tahun yang dimaksudkan untuk memberikan arahan sekaligus menjadi
acuan bagi seluruh pelaku pembangunan di Kota Bima dalam menyelenggarakan
pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah
yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah
dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat
Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka
waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.

RPJMD digunakan sebagai pedoman penyusunan dokumen perencanaan
Perangkat Daerah dan penyusunan RKPD serta digunakan sebagai instrument
evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (4) Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bahwa berdasarkan hal-hal terse but di atas, perlu membentuk Peraturan
Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bima
Tahun 2018-2023.

1. UMUM

PENJELASAN
ATAS

PERATURANDAERAHKOTABIMA
NOMOR 4- TAHUN2019

TENTANG
RENCANAPEMBANGUNANJANGKA MENENGAHDAERAHKOTABIMA

TAHUN2018-2023
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TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BIMA NOMOR 01"-

Pasal 7
Cukupjelas
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RINtANA P!MIANGUJIANJANGIA M!N!NGAH DADAH
KOTAliMA 2011· 2023

~ MUHAMMAD LUTFI

Kota Bima, Maret 2019

fWALIKOTA BIMA, V

k

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas berkat dan
rahmat-Nya penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)Kota
Bima Tahun 2018-2023 dapat diselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang
undangan.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No. 25 tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang No. 23 tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Pembangunan [angka Menengah Daerah (RPJMD)
merupakan dokumen perencanaan lima tahunan, dan menjadi acuan dan sebagai arahan
dalam pelaksanaan pembangunan. Dokumen RPJMDdisusun berdasarkan Visi dan Misi
Walikota dan Wakil Walikota terpilih, yang selanjutkan dijabarkan oleh Organisasi
Perangkat Daerah ke dalam Rencana Strategis (Renstra) OPD.Dengan demikian, RPJMD
merupakan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan terkait agar dapat bekerjasama
dengan baik dalam mewujudkan Visi Pembangunan Kota Bima tahun 2018-2023, yakni "
Mewujudkan Kota Bima yang BERKUALITAS dan SETARA menuju masyarakat yang
Maju dan Mandiri".

RPJMD Kota Bima Tahun 2018-2023 disusun dengan memperhatikan
keselarasan program yang bersinergi dengan visi, misi pembangunan Provinsi NTB dan
Nasional serta hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMDperiode sebelumnya.

Terima kasih yang tak terhingga kepada DPRD dan semua pihak yang telah
membantu dalam proses penyusunan dokumen RPJMDKota Bima Tahun 2018-2023 dan
selanjutnya kami berharap agar Rencana Pembangunan [angka Menengah Daerah
(RPJMD) Kota Bima Tahun 2018-2023 dapat dilaksanakan dengan baik, profesional,
partisipatif, dan penuh tanggung jawab.

Semoga Allah SWTsenantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahNya kepada kita
semua dalam mewujudkan kesejahteraan, kemandirian, daya saing masyarakat dan Kota
Bima guna mewujudkan tujuan yang kita cita-citakan bersama. Amin
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Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bima

disusun sebagai penjabaran atas Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota ke dalam

program-program pembangunan secara selaras dengan kebijakan dan program

pembangunan nasional dan provinsi, sinergi antar program dan sumber daya, serta

terukur ketercapaian target kinerjanya. Dengan konsep pemikiran semacam ini,

diharapkan, optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh Kota Bima ke

dalam pembangunan daerah akan lebih tepat sasaran dalam rangka peningkatan kualitas

pelayanan umum, peningkatan daya saing daerah, serta pada akhirnya bermuara pada

peningkatan kesejahteraan rakyat Dokumen RPJMDpada dasarnya adalah perwujudan

janji politik yang disampaikan oleh Walikota dan Wakil Walikota kepada rakyat pada saat

kampanye. Dalam prosesnya, sasaran, strategi, arah kebijakan dan juga program

pembangunan daerah beserta indikatornya dibahas bersama dengan anggota DPRDyang

juga representasi dari rakyat Kesepakatan politik yang muncul dan tertuang ke dalam

dokumen RPJMD ini kemudian menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan tahunan

oleh Perangkat Daerah.

Oleh karena itu, pada akhir periode jabatan, Walikota dan Wakil Walikota

mempunyai kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban. Selain itu, sebagai

bagian dari penyelenggaraan system pemerintahan Indonesia, Walikota dan Wakil juga

mempunyai kewajiban untuk menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah (LPPD) kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri. Dengan memohon ridho

dan hidayah dari Allah SWT,kita semua berharap agar penjabaran Visi dan Misi yang ada

dalam dokumen RPJMD ini dapat dilaksanakan dengan baik sehingga akan dapat

meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Bima di masa yang akan datang.
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